fﬂﬁ% NOTA KESEPAHAMAN

PENGAYOMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

DENGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini,

Sembilan Belas,

Nomor : W12,UM.01.01- 1265
Nomor ; 164/04/DPRD/VI/2019

Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu
bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

IMAM SUYUDI]

E. A. DENI HERMAWAN

Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Provinsi Banten, yang beralamat di

Jalan Brigjen KH. Sam’un Nomor 44 D Serang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wiloyah Kementerian Hulkum dan Hak
Asasi Manusia Banten,

disebut sebagai PIHAK
KESATU.

Dalam kedudukannya selaku Sckretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Banten berkedudukan di

Kawasan
Pusat Pemerintahan Provinsj

Banten (KPaB)
Jalan Sycch Nawawi Al-Bantani Palima-

yang  selanjutnyn  disebut
KRDIIA

Serang,
scbagal  PIHAK
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam
kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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PARA PIHAK dalam mengadakan Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU selaku institusi Pemerintah yang mempunyui
tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu

wyjudnya diimplementasikan dalam kegiatan Pembentukan Produk
Hukum Daerah,

]

Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah
Yang mempunyai yuridiksi dan tanggung jawab dalam membentuk
dan mengawasi Pembentukan Produk Hukum didaerabnya agar
tercipta ketertiban dan ketenteraman.

3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi
meningkatkan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Provinsi
Banten;

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya

Kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara

bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi

dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan
bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat

untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota - Kesepahaman inj

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
dibidang Pembentukan Pro

duk Hukum Daerah di Provinsi Banten.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dibida

ng Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
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Pasal 3
KERJA SAMA

Kerjasama antara para pihak meliputi Pembentukan Produk Hukum
Daerah melalui fasilitasi penyusunan draft rancangan produk hukurm

daerah yang bersifat pengaturan, naskah akademik, program legislusi
daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama
yang mengatur ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Pasal 2
Nota Kesepahaman ini yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme
pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain
yang dianggap perlu serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini.

PARA PIHAK sepakat dalam mempersiapkan kerjasama membentuk
tim teknis yang anggotanya terdiri atas unsur para pihak.

PIHAK KESATU menyediakan dan menetapkan tenaga ahli/fungsional
sebagai tim teknis dalam melaksanakan kerjasama  dibidang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

PIHAK KEDUA mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan

perjanjian kerjasama kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.

Pasal 5

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
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(1)

(1)

(2)

)

(4)

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi
dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Dalam hal pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 2 anggaran tidak tercukupi oleh APBN maka dapat dibiayai
APBD

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun,
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan
dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepatakan PARA
PIHAK.

Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan

wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian
dilaksanakan.

Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan diatas,

Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:

a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat
dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;

b. Keadaan Force Majure yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK,
sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Nota
Kesepahaman ini.

Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan

sebelum berhentinya Note Kesepahaman.
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Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Atas pelaksanaan kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) akan dilakukan evaluasi
secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan
bagi perencanaan program Kerja selanjutnya.

(2) Perubnhan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur
dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA
PIHAK akan diatur tersendiri yang tertuang dalam addendum dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan

diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan
tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas
itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup
sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai

kebutuhan.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DPRD
VINSI BANTEN,,'T“

o,
f0

NIP.19671228 1993121001
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